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SINOPSIS  

Pada hakekatnya pembangunan merupakan suatu proses kegiatan yang 

meliputi perencanaan, perumusan program, pelaksanaan dan penilaian hasil yang 

telah dicapai. Sedangkan kegiatan-kegiatan dari perencanaan sampai dengan 

penilaian hasil adalah kegiatan yang bersifat admistrasi. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa sukses tidaknya proses pembangunan yang dilaksanakan salah 

satu faktor pendukung adalah tertibnya administrasi. Maka adanya administrasi 

desa yang tertib atau baik sangat dibutuhkan dalam rangka suksesnya proses 

pembangunan desa. Apalagi sesuai dengan perkembangan jaman dewasa ini yang 

berarti hubungan individu akan mengalami perubahan-perubahan yang semakin 

kompleks. Oleh karena itu administrasi desa perlu diadakan penertiban maupun 

penyempurnaan agar dapat mengikuti arus perkembangan jaman. Dikaitkan 

dengan kondisi rill sementara Aparat Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, 

Kabupaten Kulonprogo sebagai tempat penelitian, disini penulis melihat bahwa 

penyelenggaraan tertib administrasi yang dilakukan aparat Desa Pagerharjo dalam 

pelaksanaan tugas terutama dalam menyiapkan bahan dan informasi yang 

dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat, hasilnya masih minim atau belum 

terlaksana secara optimal. Hal ini terbukti dari pelaksanaan tugas-tugas 

administrasi yang tidak terlaksana dengan baik dan konsisten sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Administrasi desa diantaranya adalah administrasi 

umum, administrasi penduduk, administrasi pembangunan, administrasi 

keuangan, dan  administrasi lainnya. Yang mana masyarakat desa Pagerharjo 

banyak yang tidak terdata, tidak mempunyai KTP, kartu keluarga (KK), tidak 

memiliki sertifikat tanah. Dalam melaksanakan kegiatan administrasi desa ini 

sudah ada koordinasi namun yang menjalankan tugas tersebut masih lalai 

sehingga kegiatan administrasi desa tidak berjalan lancar. Berangkat dari latar 

belakang maka Rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana koordinasi 

aparatur desa dalam mewujudkan tertib administrasi desa Di Desa Pagerharjo, 

Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo ?” 

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan mendeskripsikan koordinasi 

aparatur desa dalam mewujudkan tertib administrasi desa di Desa Pagerharjo, 

Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, 

penelitian ini tidak mempersoalkan tentang jumlah informan, tetapi bisa 

tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan dengan demikian informan 

ditentukan dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Metode wawancara 

dilakukan dengan mengunakan interview guide untuk pengajuan pertanyaan 

kepada informan sesuai dengan yang bersangkutan, selain juga observasi 

(pengamatan) dilakukan terhadap obyek-obyek kegiatan administrasi desa, dan 

dokumentasi berupa data-data lapangan baik foto-foto dan arsip-arsip penting 
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lainnya. Teknik analisa data secara kualitatif, dimana analisa data akan melalui 

tiga tahapan yaitu pengumpulan data, penafsiran data, dan penyimpulan data. 

Hasil penelitian yang didapat yaitu: 1) Komunikasi antar aparatur desa 

Pagerharjo sudah ada. Namun, dalam pelaksaan administrasi desa seperti 

administrasi kependudukan dalam hal pendataan kependudukan jarang dilakukan 

sehingga mengakibatkan warga masyarakat Pagerharjo banyak yang tidak terdata 

seperti; kelahiran bayi dan kematian. Dan juga warga masyarakat banyak yang 

tidak mempunyai kartu keluarga (KK), KTP dan sertifikat tanah sehingga dalam 

pelaksanaan adminitrasi desa tidak berjalan dengan sesuai ketentuan yang 

berlaku. 2) Pertemuan rutin sudah cukup baik karena sudah dilakukan setiap 

sebulan sekali, namun dalam pertemuan tersebut hanya diikuti oleh beberapa dari 

aparatur desa saja. 3) Pembinaan dari kepala desa sangat minim dilakukan kepada 

anggotanya yang tidak paham dengan tugasnya sehingga mengakibatkan kegiatan 

khususnya administrasi desa menjadi tidak tertib. 4) Koordinasi atau kerja sama  

aparatur desa sudah ada, namun  tidak berjalan efektif, karena kurangnya 

pengetahuan dan kerja sama aparatur desa dalam memanajemen administrasi desa 

sehingga dalam perekapan data masih sangat kurang dan lambat dalam 

pembaharuan data-data sperti pembaharuan buku-buku administrasi desa; seperti 

administrasi kependudukan, administrasi pembangunan, dan administrasi lainnya 

sehingga tidak ada kejelasan dalam pelaporan kerja dari masing-masing aparatur 

desa, disebabkan karena tidak adanya koordinasi yang jelas sehingga dalam 

pelaksanaan tidak sesuai tugas dan fungsinya. 5) Kemampuan aparatur desa 

menurut pendidikan sudah baik, namun dalam penggunaan komputerisasi 

beberapa aparatur desa masih belum bisa menggunakan komputer, sehingga untuk 

melaksanakan tugas seperti ngentri data dalam hal perekapan data dan penyalinan 

data untuk pelaporan kegiatan administrasi desa menjadi terhambat dan 

terkendala sehingga mengakibatkan tidak tertibnya kegiatan administrasi desa 

tersebut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

 Semenjak bergulirnya era reformasi yang berdampak pada terjadinya  

pergeseran paradigma sistem pemerintahan yang bercorak sentralistik menjadi 

sistem pemerintahan yang desentralistik. Otonomi daerah yang memberikan 

keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prinsip–prinsip demokrasi dan peran serta 

masyarakat sendiri atas pemerataan dan keadilan sesuai dengan kondisi, potensi 

dan keragaman daerah otonomi masing–masing. 

 Perubahan sistem pemerintahan tersebut juga berdampak pada tataran 

Pemerintahan Kecamatan Dan Desa, yaitu kecamatan tidak lagi menjalankan 

urusan-urusan dekonsentrasi yang merupakan urusan pemerintah pusat yang ada 

di daerah. Urusan-urusan tersebut sudah menjadi wewenang bagi pemerintah desa 

dalam melaksanakan, mengoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan 

masyarakat di berbagai bidang, dengan begitu pemerintahan desa menjadi kunci 

dalam pelaksanaan otonomi daerah.   Administrasi pemerintah memegang 

peranan yang penting karena keterlibatan pemerintah yang besar pada proses 

pembangunan dalam sistem administrasi. Untuk itu agar tujuan pembangunan 

benar-benar dapat tercapai seperti yang diharapkan, maka yang harus diperhatikan 

adalah adanya aparat pemerintah yang memiliki kualitas yang memadai.  

(https://media.neliti.com/.../1166-ID -penyelenggaraan-terib -administrasi-
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desa.diakses kamis tanggal 2 jam 13.45) 

 Kualitas tersebut selain dilandasi kemampuan dan keterampilan yang 

memadai juga harus disertai disiplin yang tinggi, sehingga dalam merealisasikan 

tujuan-tujuan nasional sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan yang 

ditetapkan pemerintah, dengan titik berat pembangunan perlu diarahkan pada 

masyarakat pedesaan karena sebagian besar penduduk Indonesia bertempat 

tinggal di pedesaan. 

Berdasarkan Undang-undang No 06 Tahun 2014  Tentang Desa membawa 

suatu harapan bagi terwujudnyata pemerintahan yang baik ditingkat desa. 

Menurut  UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di beri pengertian sebagai 

berikut Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama 

lain,selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat. Desa di bentuk pemerintah Desa 

terdiri dari kepala desa atau yang di sebut dengan nama lain perangkat desa, 

kepala desa berkedudukan sebagai pimpinan pemerintah desa, kepala desa 

Aparatur pemerintah  desa dengan sendirinya mempunyai peran yang sangat 

penting, baik sebagai pelaksana pemerintah dan sekaligus menjadi public server. 

Mereka ini menjadi ujung tombak dalam pelayanan kepada masyarakat, dengan 

adanya administrasi desa yang tertib dan baik maka pembangunan akan berhasil 

dan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diinginkan. 

Pemerintah Desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 
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Tahun 2014 pada bab 1 pasal 1 menegaskan bahwa pemerintah desa atau yang 

disebut dengan nama lain adalah kepala desa atau perangkat desa sebagai unsur 

penyelenggara pemerintah desa. Desa merupakan sasaran penyelenggara 

pemerintahan dalam pembangunan, mengingat pemerintah desa merupakan basis 

pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia, yang mana desa 

sangat menentukan bagi berhasilnya dalam pembangunan nasional yang 

menyeluruh. Hal ini dikarenakan aparat pemerintah desa yang langsung 

menghadapi berba  gai macam persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh 

sebab itu perangkat desa dituntut memiliki kemampuan yang optimal dalam arti 

mereka harus mampu melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan oleh 

pemerintah tingkat atas dan mampu melihat fenomena yang ada dimasyarakat 

sehingga segala kepentingan yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas-

tugas pemerintah dan pembangunan mempunyai keterpaduan. 

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 26 

mengatakan salah satu tugas pemerintah desa adalah menyelenggarakan 

administrasi pemerintahan desa yang baik. Disini dibutuhkan penyelenggara yang 

mampu untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut. Desa sebagai 

penyelenggara pemerintahan yang terendah langsung dibawah camat, mempunyai 

peranan yang sangat besar dalam mendukung suksesnya pembangungan Otonomi 

Daerah dalam rangka pembangunan nasional. Karena tujuan dari pada otonomi 

daerah adalah pada dasarnya sama dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu 

untuk mencapai kesejahteraan yang merata dan meningkatkan taraf hidup 
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masyarakat. jadi sukses tidaknya pembangunan desa sangat mempengaruhi sukses 

tidaknya pembangunan nasional.  

Pada hakekatnya pembangunan merupakan suatu proses kegiatan yang 

meliputi perencanaan, perumusan program, pelaksanaan dan penilaian hasil yang 

telah dicapai. Sedangkan kegiatan-kegiatan dari perencanaan sampai dengan 

penilaian hasil adalah kegiatan yang bersifat admistrasi. Dengan kata lain 

sebagian besar kegiatan atau proses pembangunan menyangkut masalah-masalah 

yang bersifat administrasi. 

Demikian juga pada tingkat desa, bahwa semua kegiatan pembangunan 

desa sebagian besar merupakan kegiatan administrasi. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa sukses tidaknya proses pembangunan yang dilaksanakan salah 

satu faktor pendukung adalah tertibnya administrasi. Maka adanya administrasi 

desa yang tertib atau baik sangat dibutuhkan dalam rangka suksesnya proses 

pembangunan desa. Apalagi sesuai dengan perkembangan jaman dewasa ini yang 

berarti hubungan individu akan mengalami perubahan-perubahan yang semakin 

kompleks. Oleh karena itu administrasi desa perlu diadakan penertiban, maupun 

penyempurnaan agar dapat mengikuti arus perkembangan jaman.  

Tertib administrasi desa adalah tertata dan terlaksana dengan rapi, teratur, 

menurut aturan terhadap semua kegiatan kantor dan tata usaha, atau pengertian 

administrasi adalah usaha dan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan 

kebijaksan untuk mencapai tujuan. Adanya administrasi desa berarti ada pelaku-

pelaku administrasinya, dalam hal ini yang dimaksud adalah para Aparat Desa itu 
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sendiri. Aparatur desa sebagai pelaksana administrasi desa berarti harus turut 

bertanggung jawab atas keberhasilan pembangunan desa, salah satunya adalah 

dengan mewujudkan tertib administrasi desa. 

 Koordinasi Aparatur  desa  merupakan salah satu fungsi dalam 

penyelenggaraan pemerintah desa untuk mewujudkan tertib administrasi 

desa,guna memberikan  pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga 

masyarakat, melakukan pengaturan,memobilisasi semua sumber daya yang 

diperlukan guna tercapainya tujuan pembangunan. Keberhasilan pembangunan 

tidak begitu mudah dicapai,akan tetapi faktor-faktor pendukung harus diutamakan 

seperti sumber daya alam, dan sumber daya manusia harus memadai dan 

profesioanal sehingga keberhasilan pembangunan dapat tercapai dengan 

hubungan kerja dalam bentuk komunikasi administrasi, yang membantu 

tercapainya koordinasi. Oleh karena itu dikatakan bahwa hasil akhir daripada 

komunikasi (hubungan kerja) ialah tercapainya koordinasi dengan cara yang 

berhasilguna dan berdayaguna efektif dan efesien. 

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan di desa yang semakin banyak 

dan kompleks, maka urusan pemerintahan dalam pembangunan memerlukan 

sumber daya manusia yang berkualitas dari pemerintah desa,khususnya yang 

dapat menangani bagian bagian yang lebih khusus, seperti pengelolaan anggaran 

pendapatan, belanja desa pembangunan, dan administrasi pemerintahan desa. 

Oleh karena itu terwujudnya keberhasilan penyelengaraan administrasi desa 

tentunya tidak terlepas dari koordinasi aparat desa. Setiap aparat dituntut untuk 
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mampu dalam arti mempunyai kecakapan, kecerdasan koordinasi serta 

keterampilan yang baik  sesuai dengan  bidang tugas masing masing. 

Berangkat dari paparan diatas, dikaitkan dengan kondisi rill sementara 

Aparat Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulonprogo sebagai 

tempat penelitian, disini penulis melihat bahwa penyelenggaraan tertib 

administrasi yang dilakukan aparat Desa Pagerharjo dalam pelaksanaan tugas 

terutama dalam menyiapkan bahan dan informasi yang dibutuhkan untuk 

kepentingan masyarakat, hasilnya masih minim atau belum terlaksana secara 

optimal. Hal ini terbukti dari pelaksanaan tugas-tugas administrasi yang tidak 

terlaksana dengan baik dan konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Administrasi desa diantaranya adalah administrasi umum, administrasi penduduk, 

administrasi pembangunan, administrasi keuangan, danadministrasi lainnya. Yang 

mana masyarakat desa Pagerharjo banyak yang tidak terdata, tidak mempunyai 

KTP, kartu keluarga (KK), dan tidak memiliki sertifikat tanah. Dalam 

melaksanakan kegiatan administrasi desa ini sudah ada koordinasi namun yang 

menjalankan tugas tersebut masih lalai sehingga kegiatan administrasi desa tidak 

berjalan lancar.  

Penelitian ini akan berfokus pada penyelenggaraan administrasi desa, hal 

ini didasari dengan hasil observasi, banyaknya keluhan dari masyarakat serta 

aparat sendiri, karena beberapa kelengkapan administrasi yang tidak lengkap. 

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa yang terpenting adalah 

bagaimana pemerintahan desa mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan 
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mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa. Hal tersebut hanya 

mungkin terwujud apabila urusan yang menjadi kewenangan desa dapat 

terlaksana dengan baik. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa dalam pelaksanaannya 

terdapat berbagai permasalahan yang langsung maupun tidak langsung yang 

menghambat pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatasmaka rumusan 

masalah yang didapat adalah sebagai beriku: “Bagaimana koordinasi aparatur 

desa dalam mewujudkan tertib administrasi desa di Desa Pagerharjo, Kecamatan 

Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo ?” 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

koordinasi aparatur desa dalam mewujudkan tertib administrasi desa di Desa 

Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

D. Manfaat Penelitian  

a) Manfaat bagi penulis 

Manfaat bagi penulis adalah sebagai sarana pembelajaran dan juga untuk 

memperluas pengetahuan yang diperoleh sehingga dapat menambah wawasan 

dalam berpikir dan dapat menganalisis koordinasi aparatur desa dalam 

mewujudkan tertib administrasi desa di Desa Pagerharjo, Kecamatan 

Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. 
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